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ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam
mencegah dan menindak pelanggaran pemilu di Kota Semarang, mengingat
pentingnya pengawasan untuk menjaga integritas demokrasi dan menjamin
pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan yang diteliti meliputi bagaimana peran
Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pemilu, langkah-langkah penindakan
yang dilakukan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
pelaksanaan tugas Bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis
empiris dengan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan perundang-
undangan terkait pemilu, serta pendekatan empiris melalui wawancara dan
observasi terhadap implementasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kota
Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan
perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih menghadapi
beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya
kerja sama dari pihak terkait. Meskipun demikian, koordinasi antara lembaga
penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung
dalam efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Bawaslu agar pengawasan
pemilu dapat berjalan lebih optimal dan efektif di masa mendatang.

Kata Kunci : Pelanggaran Pemilu, Pemilu, Pencegahan Pelanggaran, Peran

Bawaslu,
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